SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENANAMAN MODAL

Menimbang : a.

Mengingat

—

DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

bahwa guna menyederhanakan dan mempercepat proses
perizinan penanaman modal untuk meningkatkan iklim
usaha di Kabupaten Wonogiri, beberapa ketentuan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14
Tahun 2011 tentang Penanaman Modal perlu untuk
ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun
2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
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13.

14.

15.

16.

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang
Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang
Jangka Waktu Perusahaan Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3515);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor
4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4987);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun
2011 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wonogiri

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011



Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Wonogiri Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan
BUPATI WONOGIRI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor

14 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten

Wonogiri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Wonogiri Nomor 101) diubah sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 10, angka 14, angka 15, dan angka

20 diubah serta penambahan angka 22, angka 23, angka 24, angka

25, angka 26, angka 27, angka 29, angka 30, angka 31, angka 32, dan

angka 33, sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1.

2
3.
4

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Wonogiri.

Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu di Kabupaten Wonogiri.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang
bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai
nilai ekonomis.

Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara

Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan
hukum.

Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan
hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian
atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal
dalam negeri dan penanam modal asing yang selanjutnya dalam

Peraturan Daerah ini dapat disebut juga sebagai Pelaku Usaha.

. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal

baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik
Indonesia.

Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara
Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia,
atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah
Daerah.

Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing,
badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan
penanaman modal di wilayah Daerah.

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada
Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau
kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang
dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan
persyaratan dan/atau Komitmen.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online
Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan
atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati
kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan
penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,
fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai
dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang
berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanam modal.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP
adalah  kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan
nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai
dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen
yang dilakukan dalam satu tempat.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk
dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati
setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai
usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial
atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau
Komitmen.

Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab
dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima
delegasi.

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab
dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah
identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah
Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,
yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui
komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas
pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau

sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang
yang mampu memahaminya.

Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha
yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam
modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha
mendapatkan Izin Usaha dan wuntuk melakukan kegiatan
komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan
dan/atau Komitmen.

Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi
persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya
disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non
kementerian yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan
dibidang koordinasi penanaman modal.

Mal Pelayanan Publik selanjutnya disebut MPP adalah tempat
berlangsungnya  kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan
pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu
baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka
menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman,
dan nyaman.

Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan
warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
pemndang-undangan.

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang
bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai
ekonomis.

Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk

meningkatkan investasi di Daerah.



33. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk
mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan
investasi di Daerah.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal

terdiri atas :

a. kebijakan Penanaman Modal dalam bentuk Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah;

b. pembagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang Penanaman
Modal.

(2) Penyusunan rencana umum Penanaman Modal Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam

Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

Kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :

a. pengembangan iklim Penanaman Modal,

b. promosi Penanaman Modal;

c. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal,

d. pelayanan Penanaman Modal; dan

e. data dan sistem informasi Penanaman Modal.

Ketentuan Pasal 7 dihapus.

Ketentuan Pasal 9 huruf d diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 9

Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf ¢ meliputi :

a. jenis bidang usaha;

b. Penanam Modal;

c. bentuk badan usaha;

d. Perizinan Berusaha;

e. jangka waktu Penanaman Modal;

f. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal,
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g.
h.

lokasi Penanaman Modal; dan

PTSP.

6. Ketentuan Paragraf 4 dan Pasal 13 diubah, sehingga Paragraf 4 dan

Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 4
Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 13
Setiap Penanam Modal yang menanamkan modalnya di Daerah,
wajib memiliki Perizinan Berusaha baik perizinan yang diproses
secara manual maupun elektronik yang diterbitkan oleh Bupati
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :
a. NIB;
b. Izin Usaha; dan
c. Izin Komersial atau Operasional.
Untuk mendapatkan  Perizinan Berusaha melalui OSS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan
pendampingan, notifikasi, dan penyusunan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai

(1)

(2)

berikut :

Pasal 19

Pelayanan PTSP meliputi :

a. pendaftaran;

b. penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau
Operasional berdasarkan Komitmen;

c. notifikasi atas pemenuhan komitmen Izin Usaha dan
pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional;

d. pembayaran biaya;

e. fasilitasi;

f. masa berlaku; dan

g. pengawasan.

Pelaksanaan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha

wajib dilakukan melalui Lembaga OSS;
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(3) Notifikasi Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Dokumen
Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang informasi dan transaksi elektronik; dan

(4) Dalam hal terjadi permasalahan didalam pelayanan perizinan,
Dinas dapat menetapkan keputusan, mengambil tindakan,
menambah dan/atau mengurangi persyaratan sesuai Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang baik.

(5) Tata cara penyelenggaraan PTSP di Dinas diatur dalam Peraturan

Bupati.

Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni
Pasal 19A, sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut :
Pasal 19 A

(1) Pemerintah Daerah dapat mendorong Penyelenggaraan MPP.

(2) MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang
melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Penanaman Modal dan
pelayanan terpadu satu pintu.

(3) Ruang lingkup MPP meliputi pelayanan perizinan dan
nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan
Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah/swasta.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan diatur dalam
Peraturan Bupati.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 20

(1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

a. fasilitas Penanaman Modal bagi Penanam Modal; dan
b. pelaksanaan kewajiban sebagai Penanam Modal.

(2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh
Dinas melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan.

(3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan cara pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi
terhadap laporan kegiatan Penanaman Modal yang disampaikan

oleh Pelaku Usaha.
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10.

11.
12.

(4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan cara :

a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;

b. pemberian konsultansi dan  bimbingan  pelaksanaan
Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang
telah diperoleh; dan

c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang
dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan
Penanaman Modalnya.

(5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan cara :

a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan
Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;

b. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan

b. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan
Penanaman Modal.

(6) Tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (9)
ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Ketentuan Bagian Kelima diubah dan Pasal 21 diubah, sehingga

Bagian Kelima dan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Pasal 21

Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pelayanan

perizinan dan non perizinan, Penanaman Modal melalui Dinas
dilaksanakan dengan menggunakan OSS yang terintegrasi dengan

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Ketentuan Pasal 22 dihapus.

Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai

berikut :

Bagian Pertama
Prinsip
Pasal 24
Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan

berdasarkan prinsip :

12



13.

14.

kepastian hukum;

o P

kesetaraan;
c. transparansi;
d. akuntabilitas; dan
e. efektif dan efisien.
Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai
berikut :
Bagian Kedua
Kriteria, Bentuk Insentif dan Kemudahan
Pasal 25

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan
kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria :
a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan

Masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik
regional bruto;
berwawasan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

pembangunan infrastruktur;

5 @ e

melakukan alih teknologi;

—

melakukan industri pionir;

j- melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;

k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;

l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan
yang diproduksi di dalam negeri;

m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas
nasional dan/atau daerah; dan/atau

n. berorientasi ekspor.

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 26
(1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif
dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau

kegiatan tertentu.
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(2) Jenis wusaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.

b.

C
d.

=0

usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;

usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;

usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;

usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;

usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;

usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang
memprioritaskan keunggulan daerah;

usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal
dari Pemerintah Pusat; dan/atau

usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

15. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni

Pasal 26A, sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk :

a.
b.

C.

f.

pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
pemberian bantuan Modal kepada usaha mikro, kecil,dan/atau
koperasi di Daerah;

bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro,
kecil, dan/atau koperasi di Daerah;

bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil,dan/atau
koperasi di daerah; dan/atau

bunga pinjaman rendah.

(2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk :

penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
penyediaan sarana dan prasarana;

fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;

pemberian bantuan teknis;

penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui
pelayanan terpadu satu pintu;

kemudahan akses pemasaran hasil produksi;

kemudahan investasi langsung konstruksi;
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16.

17.

h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada
pembangunan daerah;

i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;

j- kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;

1. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

(3) Tata cara Pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai
dengan kemampuan daerah dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB

VIA PENDANAAN, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA
PENDANAAN

Pasal 27
Pendanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Semua kata “Unit Kerja” diganti dengan kata “Dinas”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Wonogiri

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI WONOGIRI,

Ttd.
JOKO SUTOPO
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Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Ttd.

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 14
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI
JAWA TENGAH (14-499/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M. Hum
NIP. 19740519 199903 2 007
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN WONOGIRI

UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf 1 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah
satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan
wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu
penanaman modal. Penanaman modal atau investasi merupakan
salah satu instrumen untuk mendapatkan modal atau sumber
pendapatan dan pembiayaan bagi terselengaranya pembangunan
daerah. Upaya ini merupakan konsekuensi logis dari
penyelenggaraan otonomi daerah yang menuntut setiap daerah
otonom bersikap kreatif mencari alternatif sumber pembiayaan
pembangunan. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah dalam mencari
alternatif pembiayaan bagi pembangunan daerahnya salah satunya
dengan mengundang investor. Sebab dengan adanya kegiatan
investasi di Daerah, maka diharapkan dapat menjadi pendorong bagi
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah, sehingga memiliki
dampak positif bagi meningkatnya jumlah dan jenis peluang kerja
bagi masyarakat di Daerah.

Selanjutnya, terkait dengan investasi dan penanaman modal,
terdapat dinamika regulasi yang luar biasa cepatnya ditingkat pusat.
Diawali dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Terintegrasi Secara Elektronik, dan terakhir Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan

Investasi di Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019
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II.

hadir guna mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta
dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau
kemudahan investasi oleh pemerintah daerah. sekaligus memberikan
amanat kepada daerah agar peraturan daerah yang mengatur
pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi di daerah
wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak

peraturan pemerintah ini diundangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011 perlu untuk diubah
karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum masyarakat

Kabupaten Wonogiri.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas.
Angka 6

Cukup jelas.
Angka 7

Cukup jelas.
Angka 8

Cukup jelas.
Angka 9

Cukup jelas.
Angka 10

Cukup jelas.
Angka 11

Cukup jelas.
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Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 26A

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau
pembebasan pajak daerah antara
lain berupa :

a. penyesuaian Nilai Jual Objek
Pajak Tidak Kena Pajak
(NJOPTKP) dan Nilai Jual
Objek Pajak (NJOP) tanan
dan bangunan;

b. pemberian pengurangan,
keringanan, atau
pembebasan dalm hal-hal
tertentu atas pajak daerah
dan/atau sanksinya;

c. pemberian pengurangan,
keringanan, atau
pembebasan Bea Perolehan
Hak  atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB);

d. pembayaran bertahap pajak

daerah.

Huruf b

19

Pengurangan, keringanan, atau
pembebasan retribusi daerah
antara lain berupa retribusi izin
mendirikan bangunan rumah
umum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah.



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 16
Cukup jelas.
Angka 17
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 185
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